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LAMPIRAN 2. KARTU BIMBINGAN
Gambar 1. Kartu Bimbingan




XV

LAMPIRAN 3. CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Wildan Zulfikar

Tempat, Tanggal Lahir :  Bandung, 03 Oktober 2002

Domisili : JI. Terusan Cibaduyut Komplek Kota
Baru Cibaduyut J1. Kenanga No. 83

Alamat Lengkap : KP. Warung lahang RT 002/RW 008 Desa
Nagrog, Kec. Cicalengka, Kab.
Bandung, Jawa Barat.

No. Telepon : 0896-6903-3553

Email : Wildanzul822@gmail.com

Pendidikan Formal

SDN Nagrog (2009-2015)

SMPN 1 Nagreg (2015-2018)

SMAN 1 Nagreg (2018-2021)

Universitas Sali Al-Aitaam (2022-Sekarang)

Pengalaman Magang

Kantor Hukum Saf&Co Law Firm sebagai Paralegal sengketa Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Daerah (PHP KADA) Kabupaten Nabire, Papua Tengah (1 Bulan
2025)

Pengalaman organisasi

Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Sebagai Ketua Umum Periode 2025-2026
Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Jawa Barat (ISMAHI Jabar) sebagai
Anggota (2025-sekarang)

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Muaythai sebagai Ketua dan pelatih (2022-2025)


mailto:Wildanzul822@gmail.com
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Keterampilan

Hard Skilss : Muaythai, Kepemimpinan, Problem solving, kerja sama tim,

manajemen waktu.

Soft Skills : Leadership, Team work.



Xvii

LAMPIRAN 4. PASAL 466 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
Gambar 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Menimbang

SK No 161001 A

Pl
iﬂ

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional
Negara  Kesatuan Republik Indonesia  yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas
hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-
bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk
mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;

bahwa hukum pidana nasional tersebut harus
disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan
perkembangan kehidupan berrasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang bertujuan menghormati dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil
dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang
dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia;

bahwa materi hukum pidana nasional juga harus
mengatur keseimbangan antara kepentingan umum
atau negara dan kepentingan individu, antara
pelindungan  terhadap pelaku tindak pidana dan
korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan
sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan,
antara hukum fertuiis dan hukum yang hidup dalam
masyarakat, antara niizi nasional dan nilai universal,
serta antara hak asast manusia dan kewajiban asasi
manusia;

d. bahwa . . .



Gambar 3. UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 466 KUHP

BAB XXII

TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Bagian Kesatu
Penganiayaan

Pasal 466

Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak
kategori III.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak
kesehatan.

Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.
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LAMPIRAN 5. PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
Gambar 4. Perpol No. 7 tahun 2022

s

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.597, 2022 POLRI. Kode Etik Profesi. Komisi Kode Etik.
Pencabutan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara
negara seutuhnya, menghayati dan menjiwai etika profesi
kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya
dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai yang terkandung
dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan
dijiwai oleh Pancasila;

b. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang
cukup pesat dan terjadinya perubahan nilai etika,
budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat
berpengaruh pada sikap perilaku pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas,
tanggung jawab dan wewenangnya sehingga perlu
disusun kode etik profesi dan dibentuk komisi kode etik

Kepolisian Negara Republik Indonesia;
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Gambar 5. Perpol No. 7 tahun 2022 Pasal 5

Paragraf 2

Etika Kelembagaan

Pasal 5
(1) Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib:

a. setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada
masyarakat, bangsa, dan negara dengan
memedomani dan menjunjung tingg: Tribrata dan
Catur Prasetya;

b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas,
kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;

c. menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab

secara profesional, proporsional, dan prosedural;

Gambar 6. Perpol No. 7 tahun 2022 Pasal 7

Pasal 7
Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib:
a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan
prinsip dasar hak asasi manusia;
b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga

negara di hadapan hukum;



Gambar 7. Perpol No. 7 tahun 2022 Pasal 13

2022, No.597

Paragraf 4
Etika Kepribadian

Pasal 13

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang:

a.

menganut paham radikal dan/atau eksklusivisme

terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan

agama;

mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri

untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya;

menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta
menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama anggota

Polri;

melakukan perilaku penyimpangan seksual atau

disorientasi seksual;

melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan

obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan,

mengedarkan = dan/atau  memproduksi  narkotika,
psikotropika dan obat terlarang;

melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan:

mengunakan sarana media sosial dan media lainnya

untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting
dan menyebarluaskan:

1. Dberita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian;

2. perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya
hidup mewah;

3. aliran atau paham terorisme, radikalisme/
ekstremisme yang dapat menimbulkan perpecahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. konten yang bersifat eksklusivisme terhadap
kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan
agama; dan/atau

5. pornografi dan pornoaksi;

melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga:

mengikuti aliran atau ajaran yang tidak sah dan/atau

tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

20~

menyimpan, memiliki, menggunakan, dan/atau
memperjualbelikan barang bergerak atau tidak bergerak
secara tidak sah;

menista dan/atau menghina;

melakukan tindakan yang diskriminatif; dan

melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan
tidak patut.
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Gambar 8. Perpol No. 7 Tahun 2022 Pasal 107

BAB XI
PENGENAAN SANKSI ETIKA DAN ADMINISTRATIF

Pasal 107
Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan
sanksi berupa:
a. sanksi etika; dan/atau

b. sanksi administratif.

Gambar 9. Perpol No. 7 Tahun 2022 Pasal 109

Pasal 109
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 huruf b, meliputi:
a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu)
tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);

2022, No.597 .

c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 3 (tiga tahun);

d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja; dan

e. PTDH.
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LAMPIRAN 6. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009
Gambar 10. Perkap No. 1 Tahun 2009
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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGUNAAN KEKUATAN
DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat
negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

b.  bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi,
kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu
melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;

c. bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan
kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan
dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan
tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia;

d.  bahwa untuk dijadikan pedoman bagi anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia  dalam pelaksanaan tugas di lapangan
tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian,
perlu ditentukan standar dan cara-cara yang dapat
dipertanggungjawabkan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan . . ..



Gambar 11. Pasal 3 Perkap No. 1 Tahun 2009

Pasal 3

Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi:

a.

legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan
hukum yang berlaku;

nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila
memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang
dihadapi;

proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan
secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau
respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan
yang berlebihan;

d. kewajiban . . . .

kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk
bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga,
memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;

preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;

masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil
dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau
perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap
masyarakat.
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Gambar 12. Perkap No. 1 Tahun 2009 Pasal 5

BAB Il
PENGGUNAAN KEKUATAN

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 5

(1)  Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;

a.
b. tahap 2: perintah lisan;

e

tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
d. tahap 4: kendali tangan kosong keras;

e. tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata,
semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;

f.tahap....

f. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang
menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang
dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota
masyarakat.

(2)  Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku
kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.



